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TAHAPAN UMUM PENANGANAN PERKARA P IDANA

Eksekusi

Upaya Hukum:

- Banding

- Kasasi

Putusan

• Upaya 

Hukum Luar 

Biasa (PK)

• Grasi

Dugaan 

Peristiwa 

Tindak 

Pidana

Penyelidikan Penyidikan

Pra Peradilan

Persidangan
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BEBERAPA PRINSIP DALAM 
HUKUM ACARA P IDANA

equality 

before the 

law 

open trial

fair, impartial, 

impersonal and 

objective; legal 

assistance 

presumption of 

innocence 
remedy and 

rehabilitation 
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BEBERAPA SUMBER HUKUM ACARA P IDANA

Ketentuan Hukum  

Acara Pidana

Perundang-Undangan 

Sektoral

Peraturan Lainnya

(antara lain)

UU terkait Lembaga Penegak Hukum (antara lain)
• UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
• UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
• UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK serta perubahannya;
• UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
• UU sektoral terkait kewenangan PPNS.

UU Substantial (antara lain)
• UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta 

perubahannya;
• UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
• UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor;
• UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
• UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan perubahannya;
• UU No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme serta perubahannya;
• UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta perubahannya.

• Peraturan Pemerintah, contoh: PP No. 27 Tahun 1983;
• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
• Peraturan Mahkamah Agung (PERMA);
• Surat Keputusan Kapolri; Peraturan Kapolri;
• Surat Keputusan Jaksa Agung;
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

UU No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP)



PENYELIDIKAN
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PENYELID IKAN 

Pengertian: 

• Pasal 1 angka 5 KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini.

Pejabat yang berwenang

• KUHAP (Pasal 4 jo. Pasal 10 KUHAP)

• Setiap pejabat polisi

• UU Lain (antara lain)

• KPK (Korupsi)

• Komnas HAM (HAM Berat)

• OJK

• BNN (Narkotika)



 PAGE 7

Tugas  dan  kewenangan Penye l id ik  (Pasa l  5  KUHAP)

a. Karena kewajibannya

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. mencari keterangan dan barang bukti;

3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 
pengenal diri; dan

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik 

1. penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;

2. pemeriksaan dan penyitaan surat;

3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan

4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
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CONTOH SURAT 
PANGGILAN



PENYIDIKAN
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PENYIDIKAN 

Pengertian (Pasal 1 angka 2 KUHAP) 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pejabat yang berwenang  

Pasal 6 KUHAP

• Pejabat polisi dengan pangkat 
tertentu

• Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS)

UU Lain

• Jaksa

• KPK

• Lain-lain
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Tugas  dan  Kewenangan Peny id ik  (Pasa l  7  KUHAP)  

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 
perkara;

9. mengadakan penghentian penyidikan; dan

10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
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Pemer iksaan da lam Peny id ikan

1. Pihak yang dipanggil untuk diperiksa antara lain tersangka, saksi, korban atau ahli

2. Jika berhalangan untuk hadir karena alasan yang sah, penyidik bisa menandatangani tempat 
kediaman terpanggil (Pasal 113 KUHAP)

3. Hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)

4. Peranan penasihat hukum: mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta 
mendengar pemeriksaan (Pasal 115 KUHAP)

5. Pemeriksaan tanpa sumpah, kecuali untuk alasan tertentu (Pasal 116 ayat 1 KUHAP)

6. Diperiksa sendiri-sendiri atau dipertemukan dengan yang lainnya (Pasal 116 ayat 2 KUHAP)

7. Menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan oleh tersangka (Pasal 116 ayat 3 KUHAP) 

8. Tersangka atau saksi tidak boleh mendapat tekanan (Pasal 117 KUHAP)

9. Dibuat berita acara, ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa. Jika tidak mau 
ditandatangani oleh terperiksa, harus dibuat berita acara tersendiri mengenai alasannya. (Pasal 
118 KUHAP)

My__PC
Note
melihat supaya tidak ada abuse atau ancaman 

kalau tidak ada ancaman maka baik baik saja

Advokat tidak boleh menjawab 

My__PC
Highlight

My__PC
Highlight

My__PC
Highlight

My__PC
Typewriter
KONFRONTIR

My__PC
Note
HARUS DIMANFAATKAN OLEH LAWYER
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PERUBAHAN 
DASAR 
KEGIATAN 
PENYIDIKAN
(Kepol is ian )
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PERUBAHAN 
KEGIATAN 
PENYIDIKAN
(Kepol is ian )
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PELAPORAN TINDAK PIDANA

PELAPOR (Pasal 1 angka 22 Perkap 6/2019)

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak
atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi
korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk
mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau
penyidik baik lisan maupun tertulis;

(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap
jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal
tersebut kepada penyelidik atau penyidik;

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang
mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana
wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Apakah penasihat hukum dapat mengajukan laporan untuk dan atas nama
Korban?

HAK / KEWAJIBAN DALAM PELAPORAN (Pasal 108 KUHAP)



 PAGE 16

KEPOLISIAN :  RESTORATIVE JUST ICE (PERKAP 6 /2019)
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Mekan isme Restora t ive  Just ice
berdasarkan Perkap 6/2019

1. Pelapor dan Terlapor 
mengajukan permohonan 
perdamaian yang 
ditandatangani di atas meterai

2. Polisi melakukan penelitian 
administrasi syarat formil

3. Apabila memenuhi syarat 
formil, diajukan kepada 
atasan penyidik 
(Kabareskrim/Kapolda/
Kapolres) untuk mendapatkan 
persetujuan

4. Setelah permohonan 
disetujui oleh atasan penyidik, 
ditetapkan waktu pelaksanaan 
penandatanganan pernyataan 
perdamaian

8. Menyusun kelengkapan 
administrasi dan dokumen 
gelar perkara khusus serta 
laporan hasil gelar perkara

7. Melaksanakan gelar 
perkara khusus, 
penyelidik/penyidik menjadi 
fasilitator/mediator

6. Membuat Nota Dinas 
kepada Pengawas Penyidik 
perihal permohonan 
dilaksanakan gelar perkara 
khusus untuk tujuan 
penghentian perkara

5. Pelaksanaan konferensi 
yang menghasilkan perjanjian 
kesepakatan ditandatangani 
semua pihak yang terlibat

9. Menerbitkan SP3 dan Surat 
Ketetapan Penghentian 
Penyelidikan/Penyidikan 
dengan alasan Restorative 
Justice

10. SP3 dan Surat Ketetapan 
tersebut ditandatangani oleh
a. Direktur Reserse Kriminal, 

pada tingkat Mabes Polri/Polda

b. Kapolres, pada tingkat Polres 
dan Polsek

11. Mencatat ke dalam buku 
register baru B-19 sebagai 
perkara keadilan restoratif. 
Dihitung sebagai 
penyelesaian perkara

12. Pemberitahuan 
Penghentian 
Penyelidikan/Penyidikan 
dengan alasan Restorative 
Justice kepada Kejaksaan
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C o n t o h P e n e r a p a n R e s t o r a t i v e  J u s t i c e  d i  K e p o l i s i a n
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K E J A K S A A N - R E S TO R AT I V E
J U S T I C E ( P E R J A N O . 1 5 / 2 0 2 0 )
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Mekan isme Restora t ive  Just ice
berdasarkan Perja 15/2020 dan Juklak

14 hari 
sejak 
Tahap 

II

Upaya Perdamaian ditolak

a. Korban dan Tersangka membuat Kesepakatan 
Perdamaian

3 hari sejak permintaan diterima

2 hari sejak 
permintaan 

diterima

1 hari setelah 
Kesepakatan 
Perdamaian

Perkara 
dilimpahkan 

ke 
Pengadilan

Penyerahan Tahap II1

PU menawarkan Upaya Perdamaian2

Upaya Perdamaian Diterima: PU 
membuat laporan ke Kajari/ Kacabjari3

Proses Perdamaian dan Pemenuhan 
Kewajiban4

Kajari/ Kacabjari meminta persetujuan 
penghentian penuntutan ke Kajati5

Persetujuan Kajati6

Pemberitahuan Penghentian 
Penuntutan ke Pengadilan

7

b. PU membuat Berita Acara Kesepakatan Perdamaian, 
Nota Pendapat, dan Laporan ke Kajari/Kacabjari

Kajari/Kacabjari mengeluarkan Surat Ketetapan 
Penghentian Penuntutan

Penolakan Kajati

Kesepakatan Perdamaian 
tidak berhasil
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C o n t o h P e n e r a p a n R e s t o r a t i v e  J u s t i c e  d i  K e j a k s a a n
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M A H K A M A H A G U N G :  P E D O M A N P E N E R A PA N R E S T O R AT I V E  J U S T I C E  D I  
L I N G K U N G A N P E R A D I L A N U M U M

Restorative Justice pada Tindak Pidana Ringan Restorative Justice pada Perkara Anak

SK Dirjen Badilum – MA No. 169/DJU/SK/PS.00/12/2020
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M A H K A M A H A G U N G : P E D O M A N P E N E R A PA N R E S T O R AT I V E J U S T I C E D I
L I N G K U N G A N P E R A D I L A N U M U M

Restorative Justice pada Perempuan yang 
Berhadapan Dengan Hukum

Restorative Justice pada Perkara Narkotika
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BANTUAN HUKUM

Pasal 56 KUHAP

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih
atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau
lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada
semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum
bagi mereka.

Pasal 114 KUHAP

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya
pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang
haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu
wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

SURAT KUASA KHUSUS PIDANA SURAT KUASA KHUSUS PERDATA

Untuk mendampingi serta membela 
kepentingan hukum dan hak-hak 

Pemberi Kuasa sebagai …

Untuk mewakili serta membela 
kepentingan hukum dan hak-hak 

Pemberi Kuasa sebagai …
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BANTUAN HUKUM DALAM
PEMERIKSAAN
SAKSI /TERSANGKA TIP IKOR 
OLEH POLRI
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UPAYA PAKSA
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UPAYA PAKSA DALAM KUHAP

BEBERAPA UPAYA PAKSA

PENGGELEDAHAN

PENAHANAN

PENANGKAPAN

PENYITAAN
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PENANGKAPAN

Pengertian (Pasal 1 angka 20 KUHAP) 

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Waktu Pelaksanaan (Pasal 16 KUHAP) 

• Tahap penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang
melakukan penangkapan;

• Tahap penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang
melakukan penangkapan.

Alasan Penangkapan (Pasal 17 KUHAP)

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Jangka Waktu Penangkapan (Pasal 19 KUHAP)

Paling lama 1 (satu) hari.
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PENAHANAN

Pengertian (Pasal 1 angka 21 KUHAP) 

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu
oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam
hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jenis Penahanan (Pasal 22 KUHAP) 

Penahanan rumah tahanan negara

Dilaksanakan di Rutan atau apabila belum ada Rutan, maka dilakukan di kantor kepolisian 
negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam 
keadaan yang memaksa di tempat lain.

Penahanan rumah

• Dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman dengan mengadakan 
pengawasan;

• Dikurangi 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Penahanan kota

• Dilaksanakan di kota, dengan kewajiban baginya untuk melapor diri pada waktu yang 
ditentukan;

• Dikurangi 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan.
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PENAHANAN

Syarat Subjektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) 

• Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup;

• Terdapat kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, 
merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak 
pidana.

Syarat Objektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP) 

• tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

• Pasal 282 (3), 296, 335 (1), 351 (1), 353 (1), 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 
459, 480 dan 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie, Pasal 
1, 2 dan 4 UU Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 (7), Pasal 41, Pasal 42, 
Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU Narkotika.



 PAGE 31

Tingkat Penahanan Perpanjangan 
Persetujuan 

Perpanjangan

Penyidikan 20 hari 40 hari Penuntut Umum

Penuntut Umum 20 hari 30 hari Ketua Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri 30 hari 60 hari Ketua Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi 30 hari 60 hari Ketua Pengadilan Tinggi

Kasasi 50 hari 60 hari Ketua Mahkamah Agung

PENAHANAN

Jangka Waktu Penahanan
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PENGGELEDAHAN

Jenis Penggeledahan (Pasal 1 angka 17 KUHAP) 

Penggeledahan Rumah 

Rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan
pemeriksaan dan/atau penyitaan dan atau penangkapan.

Penggeledahan Badan

Pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang
diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Tata Cara Penggeledahan Rumah (Pasal 33 KUHAP)

Rumah

Tersangka/ 
penghuni setuju

Tersangka/ 
penghuni 
menolak

Disaksikan oleh 2 
orang saksi

2 orang saksi
Disaksikan Kepala 

desa/ketua 
lingkungan 

dan
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PENYITAAN

Penyitaan (Pasal 1 angka 16 KUHAP) 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan
atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Benda yang dapat disita (Pasal 39 KUHAP)

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak
pidana;

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya;

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak
pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan.
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PENYITAAN

Tata Cara Penyitaan (Pasal 38 KUHAP) 

1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua
pengadilan negeri setempat;

2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik
harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin
terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat
melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib
segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna
memperoleh persetujuannya.
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CONTOH BERITA
ACARA S ITA



TERSANGKA – TERDAKWA – TERPIDANA
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Tersangka 

Pasal 1 angka 14 KUHAP

Tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga
sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa (Pasal 1 angka 15 KUHAP)

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang
pengadilan.

Terpidana (Pasal 1 angka 32 KUHAP)

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 9 PERKAP 6/2019

Seseorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berdasarkan 2 alat
bukti yang sah didukung barang bukti
patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.
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PRAPERADILAN
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PRAPERADILAN 

Pengertian (Pasal 1 angka 7 KUHAP) 

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

d. Sah atau tidaknya penetapan tersangka.



REHABILITASI
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REHABIL ITASI

Pengertian (Pasal 1 angka 23 KUHAP) 

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam
kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada
tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan,
dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut
cara yang diatur dalam undang- undang ini.

Yang Mengajukan dan Jangka Waktunya (Pasal 12 PP 27/1985  

Pelaksanaan KUHAP) 

• Tersangka;

• Keluarga; atau

• Kuasanya

Selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya
penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.
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GANTI RUGI
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GANTI  RUGI

Pengertian (Pasal 1 angka 22 KUHAP) 

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang
berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut; ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini.

Pihak Yang Mengajukan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP)

• Tersangka; atau 

• Ahli warisnya.
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GANTI  RUGI
Besarnya ganti rugi (Pasal 7 PP 27/1983 jo. PP 92/2015 tentang 

Pelaksanaan KUHAP)

• Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP: ganti rugi min. Rp500.000 (lima ratus ribu
rupiah) s/d maks. Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

• Pasal 95 yang mengakibatkan luka berat atau catat sehingga tidak bisa
melakukan pekerjaan: ganti rugi min. Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
s/d maks. Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

• Pasal 95 yang mengakibatkan mati: ganti rugi min. Rp50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) s/d maks. Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
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PRA PENUNTUTAN
DAN PENUNTUTAN
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PRAPENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN

Pengertian Penuntutan (Pasal 1 angka 7 KUHAP)

Pengertian Prapenuntutan (Penjelasan Pasal 30 UU Kejaksaan) 

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan
setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna
dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat
dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dasar Hukum – Prapenuntutan

• Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP

• Pasal 138 ayat (2) KUHAP

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di
sidang pengadilan.
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PRAPENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN

Penuntut Umum 
mengembalikan  berkas 
perkara dan memberikan 

petunjuk

Penyidikan Belum 
Lengkap

(P-19)

Penyidikan Lengkap
(P-21)

Penyidik 
menyerahkan 

berkas perkara 
Perkara ke 

Penuntut Umum

Penyidikan Tambahan 
sesuai petunjuk 
Penuntut Umum

Penuntutan

P R A P E N U N T U T A N

Surat Edaran No. SE-3/E/Ejp/11/2020 tentang Petunjuk Jaksa (P-19) pada Tahap

Prapenuntutan Dilakukan Satu Kali dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
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PROSES 
PERSIDANGAN
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Macam-macam Acara  Pemer iksaan S idang 

Acara Pemeriksaan Cepat

Acara Pemeriksaan Singkat

Khusus untuk: kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP.

Acara Pemeriksaan Biasa

Semua Tindak Pidana, selain yang dikecualikan dalam KUHAP.

Khusus untuk:

• Tindak pidana ringan: Pidana penjara atau kurungan maks. 3 bulan dan atau denda maks. 
Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan

• Pelanggaran Lalu Lintas
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PROSES AJUDIKASI  PERKARA P IDANA

Pembacaan Surat 
Dakwaan

Keberatan/Eksepsi Tanggapan Eksepsi

Putusan Sela PembuktianSurat Tuntutan

Nota Pembelaan Replik - Duplik Putusan 

: opsional : wajib

Keterangan:
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PRINSIP PEMERIKSAAN 
PERSIDANGAN

Terbuka untuk Umum

Hadirnya Terdakwa

Ketua Sidang memimpin Pemeriksaan

Langsung dan Lisan

Pemeriksaan secara Bebas



JAKSA & PENUNTUT UMUM
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JAKSA & PENUNTUT UMUM

Pengertian 

Jaksa (Pasal 1 angka 6 a KUHAP)

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut Umum (Pasal 1 angka 6 b KUHAP)

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.



 PAGE 54

DAKWAAN
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DAKWAAN

Isi Surat Dakwaan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP)

• Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat
tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

• Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dasar Hukum (Pasal 143 ayat (1) KUHAP)

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera
mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
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JENIS  DAKWAAN

Dakwaan Tunggal

Dakwaan Alternatif

Dakwaan Subsidair

Hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan.

Beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan
dakwaan pada lapisan lainnya. Contoh:

Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

atau

Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti
lapisan sebelumnya. Disusun dimulai pidana tertinggi sampai dengan pidana terendah. Contoh:

Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
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JENIS  DAKWAAN

Dakwaan Kumulatif

Dakwaan Kombinasi 

Beberapa Tindak Pidana didakwakan sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Contoh:

Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

dan

Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

dan

Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

Dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Contoh:

Kesatu: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

dan

Kedua: Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP).



EKSEPSI
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EKSEPSI

Contoh Eksepsi

• Eksepsi Kewenangan Mengadili

• Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur

• Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima

• Eksepsi Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

• Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima

• Eksepsi Dakwaan Batal

Pengertian

• Tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap 
“materi pokok” surat dakwaan

• Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat “formal” yang melekat pada 
surat dakwaan



PUTUSAN SELA
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PUTUSAN SELA

Isi Putusan Sela

Dasar Hukum (Pasal 156 ayat (2) KUHAP)

Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih
lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat
diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan

Keberatan Diterima

Keberatan Tidak Diterima

Keberatan baru dapat Diputus 

setelah Pokok Perkara

Pemeriksaan Dilanjutkan

Pemeriksaan Dihentikan



PEMBUKTIAN
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ALAT BUKTI

a Keterangan saksi

b Keterangan ahli

c Surat

d Petunjuk

e Keterangan Terdakwa
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SIDANG PEMBUKTIAN

Pemeriksaan SAKSI 
(+ Brg Bukti) Pasal 

160 KUHAP

Pertanyaan diajukan 
oleh Hakim, JPU, PH 

dan Terdakwa 
Tanggapan Terdakwa

Pertanyaan diajukan 
oleh Hakim, JPU dan 

PH

Pemeriksaan AHLI 
(+ Brg Bukti)

Pasal 160 KUHAP

Pemeriksaan    
Alat Bukti Surat

Keterangan Terdakwa
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Pasal 1 angka 27 KUHAP:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Pasal 185 KUHAP: 

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang
pengadilan;

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010:

Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan
peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan ia alami sendiri.

KETERANGAN 
SAKSI
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Pasal 168 KUHAP:

Apabila PU tidak setuju, saksi berikut tidak dapat didengar keterangannya dan
dapat mengundurkan diri atau tidak disumpah:

a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu
atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena
perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama
sebagai terdakwa.

d. mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan
menyimpan rahasia

KETERANGAN 
SAKSI
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KETERANGAN 
AHLI

Pasal 1 angka 28 KUHAP:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna
kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP:

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
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ALAT BUKTI  SURAT

Pasal 187 KUHAP

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 huruf c, dibuat atas sumpah 
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang
berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian
atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang
dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi
tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu
keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya
mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain.
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PETUNJUK

Pasal 188 ayat (2) KUHAP: 

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

a. Keterangan saksi;

b. Surat; dan/atau

c. Keterangan terdakwa.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara
yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa
telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
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KETERANGAN TERDAKWA

Pasal 189 ayat (1) KUHAP:

Keterangan terdakwa ialah apa

yang terdakwa nyatakan di sidang

tentang perbuatan yang ia lakukan

atau yang ia ketahui sendiri atau

alami sendiri.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP:

Keterangan terdakwa saja tidak

cukup untuk membuktikan bahwa ia

bersalah melakukan perbuatan

yang didakwakan kepadanya,

melainkan harus disertai dengan

alat bukti yang lain.
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TUNTUTAN DAN 
PEMBELAAN
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TUNTUTAN DAN PEMBELAAN

Dasar Hukum – Pembelaan (Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP)

Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat
dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu
mendapat giliran terakhir.

Dasar Hukum – Tuntutan (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP)

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.



PUTUSAN
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JENIS  PUTUSAN

Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

• Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan

• Upaya Hukum diajukan oleh Penuntut Umum

Putusan Lepas (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

• Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak
merupakan suatu tindak pidana

• Upaya Hukum diajukan oleh Penuntut Umum

Putusan Pemidanaan (Pasal 193 KUHAP)

• Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya

• Upaya Hukum diajukan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum
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JENIS PEMIDANAAN
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JENIS  PEMIDANAAN DAN PELAKSANANYA

Pidana Tambahan (Pasal 10 huruf b KUHP)

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.

Pidana Pokok (Pasal 10 huruf a KUHP) 

1. pidana mati;

2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;

4. pidana denda;

5. pidana tutupan.
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UPAYA HUKUM
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PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM

PUTUSAN 
PENGADILAN

Pemidanaan Bebas/Lepas Putusan BHT

Banding

Kasasi Peninjauan Kembali
Kasasi Demi 

Kepentingan Hukum
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UPAYA HUKUM

Upaya Hukum Biasa

• Perlawanan (Verzet)

• Banding

• Kasasi

Upaya Hukum Luar Biasa

• Peninjauan Kembali

• Kasasi Demi Kepentingan Hukum
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PERLAWANAN ( VERZET)

Dasar Hukum

• Pasal 149 KUHAP

• Pasal 156 ayat (3) KUHAP

• Pasal 214 ayat (4) KUHAP

Objek Perlawanan

• Pelimpahan perkara oleh KPN ke PN lain, dengan alasan tidak berwenang untuk
mengadilinya (Pasal 149 KUHAP)

• Putusan Sela yang mengabulkan eksepsi (Pasal 156 ayat (3) KUHAP)

• Putusan verstek dalam perkara lalu lintas (Pasal 214 ayat (4) KUHAP)
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BANDING

Dasar Hukum

Pasal 233 – Pasal 243 KUHAP

Tata Cara

• Jangka Waktu Pengajuan: 7 hari

• Sejak diputus; atau

• Sejak diberitahukan kepada terdakwa.

• Memori banding dan kontra memori banding tidak diwajibkan

Pihak Yang Mengajukan

• Terdakwa

• Penuntut Umum
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KASASI

Dasar Hukum

Pasal 244 – Pasal 258 KUHAP

Tata Cara

• Jangka Waktu Pengajuan: 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada terdakwa.

• Wajib untuk menyerahkan memori kasasi dalam jangka waktu 14 hari sejak
permohonan kasasi.

Pihak Yang Mengajukan

• Terdakwa

• Penuntut Umum
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KASASI

Alasan Kasasi (Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan
para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak
sebagaimana mestinya;

b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang;

c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
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KASASI  DEMI  KEPENTINGAN HUKUM

Dasar Hukum

Pasal 259 – Pasal 262 KUHAP

Objek Kasasi

Putusan BHT selain dari Mahkamah Agung, yakni:

• Putusan Pengadilan Negeri; atau

• Putusan Banding

Pihak Yang Mengajukan

Jaksa Agung

Alasan

Putusan yang dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan
kerancuan dalam rangka penegakan hukum
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PENINJAUAN KEMBALI

Dasar Hukum

Pasal 263 – Pasal 269 KUHAP

Objek Peninjauan Kembali

Semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, kecuali putusan bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum

Pihak Yang Mengajukan (Pasal 263 ayat (1) KUHAP)

• Terpidana;

• Ahli Waris.
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PENINJAUAN KEMBALI

Alasan Peninjauan Kembali

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan
berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata.
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PEMIL IHAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG
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